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PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 45/M-IND/PER/5/2009
TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

Menimbang

Mengingat

KAKAO BUBUK SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

. a bahwa dalam rangka peningkatan mutu Kakao bubuk,

- 1.

menciptakan persaingan usaha Yyang sehat dan
memberikan perlindungan konsumen, perlu pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao bubuk secara
wajib;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri
Perindustrian;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing the World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisas
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Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3656);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3330);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standarisas  Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provins dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun
2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
77/P Tahun 2007;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungs, Susunan
Organisass dan Tata Kerja Kementerian Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94
tahun 2006;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisas dan Tugas Eselon |
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007,

Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  01/M-
IND/PER/3/2005 tentang Organisas dan Tata Kerja
Departemen Perindustrian;

Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  19/M-
IND/PER/5/2006 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri;

Peraturan Menteri Perdagangan No. 30/M-
DAG/PER/7/2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2007
tentang Standardisas Jasa Bidang Perdagangan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wagib
Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
(SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kakao bubuk adalah produk kakao berbentuk bubuk yang
diperoleh dari kakao massa setelah dihilangkan sebagian
lemaknya dengan atau tanpa perlakuan alkalisasi.

Alkalisas adalah proses penambahan suatu bahan alkalis
yang sesua dengan biji kakao dengan tujuan untuk
mengatur keasaman agar mencapa tingkat yang
diinginkan.

Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional
Indonesia yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah
Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang
dikeluarkan Lembaga Sertifikas Produk kepada Produsen
yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang
sesual persyaratan SNI.

Lembaga Sertifikass Produk yang selanjutnya disebut
LSPro adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh
Komite Akreditass Nasional dan atau ditunjuk dengan
Peraturan Menteri  Perindustrian  untuk  melakukan
kegiatan Sertifikas Produk Penggunaan Tanda SNI.

Komite Akreditass Nasiona yang selanjutnya disebut
KAN adalah suatu Lembaga Non Struktural yang berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden, yang berwenang untuk mengakreditas
lembaga/laboratorium  untuk  melakukan  kegiatan
sertifikas.

Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur
Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen
Perindustrian.



